SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat
Daerah atas pelaksana pemungutan Pajak Daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah;

b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2021
tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah
tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2021
tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3465);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6871);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);



Menetapkan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota
Denpasar Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Denpasar Nomor 5);

9. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar
Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK
DAN PEMBEBASAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF
PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 11
Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar
Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2021
tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024
Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Denpasar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di

Walikota adalah Walikota Denpasar.

lingkungan Pemerintah Daerah.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas
kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk  keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan pribadi atau badan.

Pegawai adalah aparatur sipil negara di lingkungan
Pemerintah Daerah yang terdiri atas pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,
termasuk calon pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, yang
secara langsung melaksanakan tugas pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau
Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

10.Kinerja Tertentu adalah Pencapaian target penerimaan

Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara
triwulan.



2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e,
dan ayat (7) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dapat
diberi Insentif apabila mencapai Kinerja Tertentu.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk meningkatkan:

a. kinerja instansi;

b. semangat kerja bagi pejabat atau Pegawai instansi;

c. pendapatan Daerah; dan

d. pelayanan kepada masyarakat.

(3) Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional kepada:

a. Walikota dan Wakil Walikota selaku penanggung
jawab pengelolaan keuangan Daerah;

b. sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan Daerah;

c. Pegawai  Perangkat Daerah selaku pelaksana
pemungut Pajak;

d. Pegawai  Perangkat Daerah selaku pelaksana
pemungut Retribusi;

e. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan pada tingkat desa/kelurahan dan
kecamatan, perbekel/lurah dan camat dan tenaga lain
yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut
Pajak; dan

f. pihak lain yang membantu instansi pelaksana
pemungutan Pajak dan Retribusi.

(4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan
berikutnya.

(5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai,
Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal
triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja
triwulan yang ditentukan.

(6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran
penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif
yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

(7) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada
akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui,
pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun
anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada
tahun anggaran berikut yang pelaksanaannya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Oktober 2025
WALIKOTA DENPASAR,
ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 1 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.
IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BAGIAN HUKUM

KOMANG LESTARI KUSUMA DEWI, SH.,MH.
Pembina Tk.I/ IV/b

NIP. 19750917 199903 2 008
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